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DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
SDA Perikanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 201/PMK.07/2009
TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran
2010;

S

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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10.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan

M enetapkan
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

12. Paauran Mentei Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaan Ddan Pdaksanaan
Anggaran Pendgpatan dan BdanjaNegarg,

13. Paauran Mentai Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007
tentang Taacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran
Pendgpatan dan Bdanja Negara Mddui Kas Umum

Negarg;
14. Paauran Mentei Keuangan Nomor 21/PMK.07/200€

tentang Pdaksanaan dan Petanggungjawaban Anggaran
Trander ke Dagrah;

. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan

Perikanan Nomor B.487/SJKU.210/X1/2009 tanggal 11
November 2009 tentang Penyampaian Data Dukungan
Alokasi DBH SDA Perikanan TA 2010;

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN
2010.

Pasal 1

(1)Alokasi DanaBagi Hasil Sumber Daya Perikanan untuk
masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah
merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan dokas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 1 ayat (1),
disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagamana
ditetgpkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 47
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010.
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(3)Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing
daerah adalah sebagaimana ditetgpkan dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pasal 2

(1)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan dilaksanakan secaratriwulanan.

(2)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan triwulan | dan triwulan Il masing-masing
dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan Tahun Anggaran 2010.

(3)Penyaluran Dana Bagi Hasl Sumber Daya Alam
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
triwulan 11l dan triwulan V.

(4)Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk
Daerah Otonomi Baru dapat dilaksanakan apabila telah
ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Peabat
Pengelola Keuangan.

Pasa 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 4 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR



